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ERUB, PENJ‘XE}QN R//\\'II:[AS PERATURAN BUPpAT] NOMOR 33 TAHUN 2024 

BUPAT] BUNGO 
PROVINSI Jampy 

PERATURAN BupaTy BUNGO 
NOMOR 34 tanuy 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUNGO, 

bahwa sehubungan dengan adanya tambahan Transfer Pusat ke Daerah berupa dana Hibah Rehabilitasi 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024perlu  diuba h dan disesuaikan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024; 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan LembaranNegara Republik 
Indonesia Nomor 2755); 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4286); 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara 
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang.....2 
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5. Undang- 

Pcmbaxg;glifi‘:infi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomo, : 
Nomor 4421‘;; 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

6. Undang- 
(Igmbagl-al_{-.nd:ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah 

Tambahay 1ooar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

sebagaimana tmbara" Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

Uniaimana telah beberapa kali diubah teraknir dengan Undang- 

Undang Nome 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

(Lemberan, Mo, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

{tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara 'Pcmcrintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

chubl§k Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Eg;nsr)jr 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 112); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

197); 

16. Peraturan Mcnte{'i Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114 ); 

17. Peraturan.....3 
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Dalam N, i " cgeri Nomor 90 Tal 2019 tentang 1 ‘ahun 
odefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan 

egara Republik Indo, ' D ; 18. Peraturan Ment nesia Tahun 2019 Nomor 42); 

i Dalam Nep, PC(‘(H“‘"\Tpk i 1 Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
N nis Pengelolann Keuangan D ; Republik l“dQ“CSanhun 2020 Nomor l7Hl)l:u“ ncrah (Berita Negara Repul 

19, Peraturan M 
Pedoman P:"lcfi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Tahun An “y“x“"v"" Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 

Nomor 79%5““‘“ 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
i 

20. gf;:::::m lPflcr:'«h Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Kni)u :\ crangkat Dacrah Kabupaten Bungo (Lembaran Dacrah 
don Da;n Bungo Tahun 2016 Nomor 5) scbagaimana telah diubah 
™ S“)n craturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan 
tas Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

S'usunnn Perangkat Dacrah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12): 

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2); 

22. Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 

3&21.2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 

23. Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal [ 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 33), diubah schingga berbunyi 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula 

sebesar Rpl.577.459.165.180,24 bertambah sebesar Rp27.339.997.574,55 sehingga 
menjadi Kp1.604.799.162.754,79 dengan rincian scbagai berikut: 

1. Pendapatan dacrah 
a. Semuln Rpl1.452,297.661.586,24 

L. Bertunbah Rp27.339.997.574,55 

¢ Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.479.637.659.160,79 

2 Belanju Dacrah 
o Semula Rpl.577.4 
b. Hertambah Rp27 
¢ Jumlah belanji da 

0.105.180,24 
39.997.574,55 

ath setelah perubahan Rpl.604.799.162.754,79 

3. Pembiayaan.....4 

Dipindai dengan CamScanner



embiayaan dacral, a. Penerimaan pPembin cmbiayann 1) Semula Rp125, 14 9.161.503.¢ g; Bertambah kpo.gp >0 00 Jumlah peneri i 
b. Pt p mn:llr)li:llr\::"[;cmhmynnn setelah perubahan Rp125.161.503.594,00 1) Semula Rp Rpo,00 

2) Bertambah Rpo . jll;i‘l;llll]flh pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp Rp0,00 - Jum Inl:'{)cmhm):nnn neto setelah perubahan Rp Rpo,00 €bih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 2 Pasal bara yaitu Pasal 2A dan pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

Pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah 
1) Semula Rp239.547.153.639,24 
2) Berkurang Rp48.697.705.866,45 
3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 190.849.447.772,79 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula Rp1.201.620.888.247,00 
2) Bertambah Rp52.650.726.441,00 
3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahanRp 1.254.271.614.688,00 

c. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah 
1) Semula Rp11.129.619.700,00 
2) Bertambah Rp23.386.977.000,00 
3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Rp34.516.596.700,00 

setelah perubahan 

Pasal 2B 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Belanja operasi 

1) Semula Rp1.164.650.620.620,24 

2) Berkurang Rp2.693.644.250,01 

3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.161.956.976.370,23 
b. Belanja modal 

1) Semula R 186.233.657.479,00 
2) Bertambah Rp26.543.613.000,00 

3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp212.777.270.479,00 
c. Belanja tidak terduga 

1) Semula Rp777.504.508,00 

2) Bertambah Rp3.490.028.824,56 
3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.554.393.811 

a.Belanja transfer 
1) Semula Rp225.797.382.573,00 
2) Bertambah Rp0,00 

3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp225.797.382.573,00 

3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 

(1) Uraian lebih lanj - 
dimaksud dal:mj;l Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
tidak terpi m Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

erpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

a. Lampiran | ?ingkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan 
) enis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

b. LampiranIl : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

@) L_ampim“‘sebagaimnna dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini. 

Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Bungo 

ggal /2November 2024~ 
! 
BUPATI BUNGO, 

unsoL o Oy 

MASHURI 

Diundangkan di Bungo 

pada tanggal /2.November 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO 

MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 3¢ 

PARAF HIERARKI 

ASISTEN SEKDA 

KABAG HUKUM Q f 

ANALIS HUKUM A\ 7" 
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